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KEPUTUSAN GUBEI~NURPROViNSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOIVIOR 1296 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATA~BARANG MILlI< DAERAH BERUPA
SEBAGIAN TI\N/\H 01 TERMINAL Kf\LJOERES JAKARTA BARAT

DAN TERMIN/'1L PULO GEBANG JAKARTA TIMUR KEPAOA
PT UNGGUL DIAN PERKASA

OENGMJ RAHMf\T TUHAN YANG \,1AHA ESA

GUBERNUR PROVINSI OAERJIH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

.. . b
t\i:cnl~~ ang a. bahv/:J pemanf:Jalan Barang Milik Oaerah berupa sebclgian lanah

yang terleli1k eli Terminal KalicJeres Jakart3 B:Jrat d:Jn Tarmin31
Pula Gebang Jakart8 Till1ur. belum dimallf8<llk~Jn secara optimal;

b. 1);1Iw/:'1 seSUcl; h3sil peneliti3n dan pomb~hasan illilS surat
PT Ullggul Diell1 Pp.rkClS<l t."ngg81 10 Juni 2013 Nomar Otl7/UDP­
GUBDKIIVI/2013 oleh Badan Pengelola Keuilngi:lI1 OClerah
sebClgaimana tercantum cJalam Nota OinDs Nomor 2786/-076.25
tanggal 4 Juli 2014. permohonan pemanfa~tan Barang Milik
Daerah dimaksud dalam bentuk sewa cJ8pat dipertinlbangkan;

c. bahw<I berdasurkan perlimbangan sebag;Jim;lna dim8ksud c18lam
huruf a deln huruf I) sorta C1~\larn r;'1I1~r,;J tertib ~ldministrasi

penqelolaall B;JrailO Milik Daer;lh. perlu menclElflktn Kepulusnn
GulJernur ten tang Persetuju3n Pcm:lIlf;l:llan 8nrang IItlilik Daeral1
SUUIlJ SdJ<J(ji,if1 TcH1nh eli Tcn~~in~d Knlieiercs Jaki1rt3 83:-<,1 dan
rUrillillal Pu!o GCb811g Jak[lrta Timur Kepad,1 IYI Un\JQul Dian
Pcrk3s8;

r,:1811CJ Inl] ,1 t 1 Unrl3n~-ljncll)nQ i'k,nlQr 12 T.:Jh.m 200-1 1<;nl,,:l1g P·:;rm:I·;n::lh:Jn
Dae~zr. sE:!.Ja~ail11alia lelah beburapa kali cliulJ"iI i"r;lklllf dc;llg:1n
Unc!c1l1g-Undang Nomor 12 Tahu:1 2008;

2. U,ldnllq-Un(J;'lIKJ r",rnur /'9 Tahun 2007 tent:1I1(J P":rlH,rinta!1;lIl
Pruvinsi D:!cr:Jh KI,usus l!Jukut:J JJkJrl:l ,;cl!:I,·;;.,i 1I:'II I,ut" Nqj:1I i!

K"~~::I~lIan Re!JlIiJlik ImJ()!lesi~l;

3. U:lc1:1ng-Unr:J:if1g Nomor : 2 TDhun ;l011 (entc:no I 'crnl;cl1(llhal1
Pt:rc1 lU 1'<:111 Perunda 1l!J-11nei" IIS)ClII;
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Barang Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;

12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan
Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFMTAN
BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH 01
TERMINAL KALIDERES JAKARTA BARAT DAN TERMINAL PULO
GEBANG JAKARTA TIMUR KEPADA PT UNGGUL DIAN PERKASA.

Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah
di Terminal Kalideres Jakarta Barat seluas ± 2.400 m2 (Iebih kurang
dua ribu empat ratus meter persegi) dan Terminal Pulo Gebang
Jakarta Timur seluas ± 2.400 m2 (Iebih kurang dua ribu empat ratus
meter persegi) untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kepada PT Unggul
Dian Perkasa.

Sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat
dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai
berikut :

a. - Luas Tanah Terminal Kalideres
Keseluruhan

Luas Tanah yang disewa

- Nomor Inventaris

b. - Luas Tanah Terminal Pulo Gebang
Keseluruhan

- Luas Tanah yang disewa

: ± 35.344 m2

: ± 2.400 m2

: 11.09.00.06.01.85.03.01
01.01.11.02.07.00009

: ± 98.000 m2

: ± 2.400 m2
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Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya
Perjanjian Sewa Menyewa;

b. Besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayar
dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun Pertama (2012-2013) sebesar Rp 439.080.000,00 (empat
ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah);

2. Tahun Kedua (2013-2014) sebesar Rp 465.424.800,00 (empat
ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu
delapan ratus rupiah);

3. Tahun Ketiga (2014-2015) sebesar Rp 493.350.288,00 (empat
ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus
delapan puluh delapan rupiah);

4. Tahun Keempat (2015-2016) sebesar Rp 522.951.305,00 (lima
ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga
ratus lima rupiah); dan

5. Tahun Kelima (2016-2017) sebesar Rp 554.328.383,00 (lima
ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga
ratus delapan puluh tiga rupiah).

c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan
P.ano1llQla K"'UEinAIlln O....r..h Pr"lv).o..6 1;).......... "'....,....... ,"' ..........
:JaKarta dEmgan Koae rekenlng 4.1.4.u-:l. 1 (sewa tanah) dibayarkan
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ditandatangani
Perjanjian Sewa Menyewa;

d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam
Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak
boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan
dalam bentuk dan cara apapun;

f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU hanya digunakan untuk Stasiun Pengisian Bahan
Bakar Gas (SPBG) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
(SPBU) serta fasilitasnya;

g. PT Unggul Dian Perkasa wajib mengembalikan sebagian tanah
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik
setelah masa sewa berakhir; dan

h. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri
pada saat tahun berjalan masa sewa.

Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU, harus menqikuti oersvarat;:m np.ri7in<ln """",,j
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Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam
Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Unggul Dian Perkasa
paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya
Keputusan Gubernur ini.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Perjanjian Sewa
Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat
ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini
dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala
risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab
PT Unggul Dian Perkasa.

Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan
menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud
pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap
pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agus t us 2014

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi OKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Oaerah

Provinsi OKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Walikota Jakarta Timur
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi OKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

10. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Oinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan

Provinsi OKI Jakarta
12. Kepala Oinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Oaerah

Provinsi OKI Jakarta
13, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta
14, Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota

Setda Provinsi OKI Jakarta
15. Kepala BLUD Trrlnsirlk",rt", P"'HIinci nl<1 I~~~.t~


